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QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara

bersama Bupati Aceh Utara telah menyempurnakan Rancangan Qanun
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun

Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-05
Tahun 2012 tentang Hasii Evaluasi Rancangan Qani.rn Kabupaten A.ceh Utara

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun

Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun

Anggaran 2012;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar
Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2012 lidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2012;

c

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569),

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang



4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun '1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 12 f ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanoounoiawab Keuanoan Neoara (Lembaran Neoara Reoublik lndonesia
fanii Z[b+ Nomor 66, Tamb"ahan'Lembaran Nelara Refublik lndonesia
Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

10, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebaoaimana telah diubah terakhir denoan Undano-Undano Nomor 12 Tahun
2008'tentanq Perubahan kedua atas U-ndanq-Und5nq Nonior 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2Q08 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4844):

11. Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbanqan Keuangan antara
Pemerintah Pu-sat dan Femerintahan Daeral (Lembar}'r IJegara' Repubiik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

-lambahan ' Lembaran Nelara Reilublik
lndonesia Nomor 4438);

12. Undano-Undano Nomor 11 Tahun 2006 tentano Pemerintahan Aceh (Lembaran
Neqara' Republik lndonesia Tahun 2006 Ndmor 26, Tambahan'Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4633);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tentang kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4028);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor i"18, 'Tambahan 'Lembaran

NeQara Nomor 4'138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentano Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Norior 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentano Kedudukan Protokoler
dan Keuanoan Pimoinan dan Anooota DPRD (Lembaran Neoara Reoublik
Indonesia fanun 200+ Nomor g0'." Tambahan 'Lembaran Nedara Rebublik
Indonesia Nomor 4416) sebaoaimana telah tioa kali diubah. teiakhir denoan
Peraturan Pemerintah ltomor2l Tahun 2007 ientano Perubbhan Ketioa A"tas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentan'o Kedudukan Prdtokeler
dan Keuanqan Pimpinan dan Anqqota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia latrun 2002 Nomor 47." Tambahan 'Lembaran Ne[ara Rei:ublik
Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan,......



18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);

22, Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan lVinimal (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan lnformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4693);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Penruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104),

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5219);

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan



lVenetapkan

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 fahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 311);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
201'1 Nomor 450);

33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2006 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2008 Nomor 253)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belan.ja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1, Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp, 1, 1 02,642.61 8,47 7,00,-
Rp.'l .109.041 .61 8.477,00,-

Surplus / (Defisit) Rp. (6 399.000.000,00 -)

6,399,000.000,00,-

0,00,-

Rp, 6.399 000 000,00,-

Rp 0,00

Rp

Rp

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. PendapatanAsli Daerahsejumlah Rp.62.523.383.254,00,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.012.205.657,000,00,-
c, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 27.913.578.223,00,-

(2) Pendapatan



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan;

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 15.866.348.000,00,-

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 7.013.572.800,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
Rp 12.638.795.000.00,-

d. Zakat sejumlah Rp.3.644.506.000,00,-

e. Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
Rp 23.360. 1 61.454,00,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 398.256.0'15,000,00,-

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp, 585.406.402.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 28.543.240.000,00,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdrri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 673.498,477,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sejumlah Rp. 17.240.079.746,00,-

c. Bantuan Keuangan dad Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

sejumlah Rp. 1 0.000,000.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a, Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 693.060,560.300,00,-

b, Belanja Langsung sejumlah Rp. 415.981.058.177,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:
a, Belanja Pegawai sejumlah Rp, 575.812.472.490,00,-

b, Belanja Subsidi sejumlah Rp. 6.500.000.000,00,-

c. Belanja Hibah sejumlah Rp, 30.349.906,298,00,-

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 10,776,730,000,00,-

e. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa

dan Partai Politik sejumlah Rp, 50.170.248.050,00,-

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp, 19,451,203.462,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 77,862.116.000,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.205,356.870.102,00,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp 132.762.072,075,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 6.399,000.000,00,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah

Rp. 6.399.000,000,00,-

Pasal 5



1

2

Lam

Lam

piran

piran
Ringkasan APBK;
Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi SKPD;
Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-
lain;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

3. Lampiran lll

4. Lampiran lV

5, Lampiran V

6. Lampiran Vl

7. Lampiran Vll
B. Lampiran Vlll
9. Lampiran lX

l0.Lampiran X

l l ,Lampiran Xl

l2.Lampiran Xll
'l3.Lampiran Xlll

Pasal 6

Kegiatan yang dibiayai dari sumber bantuan keuangan Pemerintah Provinsi yang

tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara

Angaran Tahun 20012, diberi tanda bintang (-) dalam Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2012 dan baru
dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Gubemur Aceh tentang
Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2012 dan mendapat persetujuan Bupati atau setelah pengesahan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2012.

Pasal 7

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang belum dievaluasi dan belum ada
rekomendasi dari Kepala SKPD terkait yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2012, diberi tanda bintang (-)

dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2012. Untuk kegiatan tersebut akan dibahas dalam KUPA dan PPAS-P
untuk dimasukkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2012 setelah seluruh persyaratan dipenuhi
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 201 1

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta lvlonitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 8

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:



Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak

dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c, Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1)

termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan

b, Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak
mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program

dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasa! 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut terhitung

tanggal 1 Januari2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Februari 20121\A

24 RabiulAwal 1433 H

Pj. BUPATTACEH UT

H, M. ALI BASYAH
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Februar.i 20121'l

24 RabiulAwal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH

UTARA,

USMAN

lr
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